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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR PM 39 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA DAN PROSEDUR PENETAPAN
TATANAN KEBANDARUDARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (4) dan
Pasal 256 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perhubungan tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan

Tatanan Kebandarudaraan;

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang
Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar
Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5295);
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Menetapkan

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun
2016 tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
695);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA
CARA DAN PROSEDUR PENETAPAN TATANAN
KEBANDARUDARAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan
dengan penyelenggaraan Bandar Udara dan kegiatan
lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan,
keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas
pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat
perpindahan intra dan/atau antarmoda serta
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan
daerah.

2. Tatanan Kebandarudaraan Nasional adalah sistem
kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan
perencanaan Bandar Udara berdasarkan rencana tata

ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif
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wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra
dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan,
Keselamatan dan Keamanan Penerbangan, serta
keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.
Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau
perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan
sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas
landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang,
dan tempat perpindahan intra dan antarmoda
transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas
Keselamatan dan Keamanan Penerbangan, serta fasilitas
pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang
digunakan untuk kepentingan umum.

Bandar Udara Domestik adalah Bandar Udara yang
ditetapkan sebagai Bandar Udara yang melayani rute
penerbangan dalam negeri.

Bandar Udara Internasional adalah Bandar Udara yang
ditetapkan sebagai Bandar Udara yang melayani rute
penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari
dan ke luar negeri.

Bandar Udara Pengumpul (Hub) adalah Bandar Udara
yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari
berbagai Bandar Udara yang melayani penumpang
dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi
perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai
provinsi.

Bandar Udara Pengumpan (Spoke) adalah Bandar Udara
yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi
perkembangan ekonomi terbatas.

Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri
atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, Bandar
Udara, angkutan udara, navigasi penerbangan,
keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta
fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan

terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam
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pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, Bandar
Udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta
fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang
memberikan perlindungan kepada penerbangan dari
tindakan melawan hukum melalui keterpaduan
pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan
prosedur.

ASEAN Open Sky adalah kebijakan untuk membuka
pasar penerbangan sipil komersial tanpa batasan
frekuensi dan kapasitas berdasarkan persetujuan
multilateral ASEAN.

Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum
Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi,
yang kegiatan utamanya mengoperasikan Bandar Udara
untuk pelayanan umum.

Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga
pemerintah di Bandar Udara yang bertindak sebagai
penyelenggara Bandar Udara yang memberikan jasa
pelayanan kebandarudaraan untuk Bandar Udara yang
belum diusahakan secara komersial.

Menteri adalah menteri yang membidangi urusan
penerbangan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan

Udara.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Tatanan Kebandarudaraan Nasional diwujudkan dalam
rangka penyelenggaraan Bandar Udara yang andal,
terpadu, efisien, serta mempunyai daya saing global
untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah

yang berwawasan nusantara.
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Penyelenggaraan Bandar Udara yang andal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan Bandar Udara yang
tersusun dalam jaringan dan simpul yang terstruktur
dan dinamis dalam memenuhi tuntutan kebutuhan
angkutan udara.

Penyelenggaraan Bandar Udara  yang terpadu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bandar
Udara yang saling menunjang dan mengisi peluang
dalam satu kesatuan Tatanan Kebandarudaraan
Nasional.

Penyelenggaraan Bandar Udara yang efisien sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan Bandar Udara yang
sesuai dengan tingkat kebutuhan, tidak saling tumpang
tindih dan tidak terjadi duplikasi dalam melayani
kebutuhan angkutan udara.

Penyelenggaraan Bandar Udara yang berdaya saing global
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Bandar
Udara yang tidak rentan terhadap pengaruh global serta
mampu beradaptasi dalam menghadapi perubahan
kebutuhan angkutan udara.

Penyelenggaraan Bandar Udara untuk menunjang
pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan Bandar Udara sebagai pintu gerbang
perekonomian, dalam rangka pemerataan pembangunan
dan keseimbangan pengembangan Indonesia wilayah
barat dan Indonesia wilayah timur.

Penyelenggaraan Bandar Udara wuntuk menunjang
pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan Bandar Udara sebagai pembuka daerah
terisolir dan tertinggal serta mengembangkan potensi
industri daerah.

Penyelenggaraan Bandar Udara yang berwawasan
nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Bandar Udara yang memandang kesatuan
politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan
keamanan, dalam rangka mempersatukan wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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